BUPATI BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

FPERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUFATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EUFATI BANYUMAS,

. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (?) Peraturan Pemerintah

Nemar 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal
330 avat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah
diatur dengan Pearaturan Mentari Dalam Negeri Momor 59 Tahun
2007 perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah |

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomar 2 Tahun 2007 lentang Sistemn dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daszrah Kabupaten Banyumas perlu ditinjau kembali ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, peru menctapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pence olaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas |

Undarg-Undany MNomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daeran-dasrah Kahupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1850 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Megara Republik Indonseia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan | e nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Borsih dan Bebas dari Kerupsi, Kolusi dan Nepaotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara

(Lembaran MNegara [Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



5 Undang-Ur-iarng Nomor 1 Tahun 2004 tfentang Perbendaharaan

10.

1.

12.

13.

14.

Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) |
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Ferundang-undangan (Lembaran Negara EFepublik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran NMegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan |embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah bkeberapakall diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemernntah Daerah
Daerah (Lembar Mecara Hepublik Indonesia Tahun 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

. Undang-undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan anl:ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Mogara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4438) |

. Peraluran Pomerinlan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Noemaor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimanz telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Noemor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pamerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Femerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomaor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan DBadan [ ayanan Umum  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun £C005 Neomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indon=ssia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemearintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
lahun 2005 MNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503 ;

Peraturan Permerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lemb=aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraluran Fomerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4575) | =



15. Peraturan Pemerintah anm}'w%%ﬁmuﬁstem

Informasi Keuangan Daerah Wqﬁﬂnwggﬁ REE?D% Indonesia
[sF

Tahun 2005 Neomor 138, Tambahan Lembar IEIIﬁ:@:pvut:rli}'.z

Indonega Mevilie’ Wit Aquaax HAREAG eIAATEANHE _
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4577) ;

17. Peraturan PEniiinte BJEIRIAE BARMAXNEDS, Jpntang Pengelolaan
Keuangan Daeragbdide s gHepu Indonesia Tahun

2005 NomoR Q@0 ' T&0aR@RnADgNEaen [ep@ra Republik Indonesia

Nomar 4578) ;
s m miﬂ Wﬁﬂ% Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan I'{I#riﬁerja nst 'ﬁ |M&rﬁﬁ' Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4614) :

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 SeriE ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUFPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Sistern dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomer 2 Tahun
2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

FPasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

= L | Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juli 2009
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